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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Umum tentang Kumpul Kebo 
Frase Kumpul Kebo adalah frase yang berasal dari Bahasa Jawa yang 
terdiri dari dua kata yaitu kumpul dan kebo yang artinya adalah ‘hidup 
bersama sebagai suami istri di luar pernikahan’.8 Dipakai orang untuk 
menggantikan kata samenleven (Bahasa Belanda). Ungkapan ini bukanlah 
ungkapan yang benar dalam Bahasa Indonesia karena kumpul kebo diambil 
dari bahasa daerah. Jika kita menghendaki kumpul kebo itu menjadi 
ungkapan Bahasa Indonesia, seharusnya bentuknya diubah menjadi kumpul 
kerbau karena kata dalam Bahasa Indonesia yang benar adalah kerbau bukan 
kebo. 
Sehingga menurut penulis, frase kumpul kebo bukanlah frase yang 
berasal dari Bahasa Indonesia. Frase tersebut merupakan frase untuk 
menggantikan kata samenleven yang berarti hidup bersama tanpa perkawinan. 
Pembahasan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah 
terdapat dalam pasal 488 RUU KUHP yang berbunyi sebagai berikut: 
“Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar 
perkawinan yang sah, dipidana pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
atau pidana denda paling banyak Kategori II.”  
                                                          
8
 Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, 
hal 33 
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Dalam penjelasannya Pasal 488 Ketentuan ini dalam masyarakat dikenal 
dengan istilah “kumpul kebo”. 
 
B. Tinjauan Umum tentang Norma 
Norma merupakan aturan-aturan dengan sanksi-sanksi yang 
dimaksudkan untuk mendorong bahkan menekan pribadi, kelompok 
masyarakat untuk mencapai nilai-nilai sosial. Kata "norma" dalam kamus 
besar bahasa Indonesia mengandung arti: 1) ukuran yang berlaku; 2) 
peraturan.9 Bertolak dari pemahaman makna kata tersebut kata "norma" dapat 
dikonotasikan maknanya sama dengan kata aturan atau kaidah yang dipakai 
sebagai tolok ukur untuk menilai sesuatu. Norma merupakan aturan-aturan 
dengan sangsi-sangsi yang dimaksudkan untuk mendorong bahkan menekan 
pribadi, kelompok masyarakat untuk mencapai nilai-nilai sosial.10 Norma 
adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya 
dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Sehingga norma 
digunakan sebagai patokan atau pedoman untuk berprilaku atau bersikap 
dalam kehidupan bersama. 
Norma tersebut di antaranya: norma agama, norma kesusilaan, norma 
kesopanan, dan norma hukum. 
1) Norma Keagamaan 
Norma agama adalah peraturan atau kaidah yang sumbernya dari  
firman atau perintah Tuhan melalui Nabi atau utusannya. Bagi orang 
                                                          
9
 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
10
 D.A.Wila Huky, Pengantar Sosiologi, Usaha Nasional, Surabaya : 1986, hlm. 146 
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yang beragama, perintah atau firman Tuhan itu menjadi petunjuk atau 
pedoman di dalam sikap dan perbuatanya (way of life). 
Kaidah agama tidak hanya mengatur hubungan antara manusia 
dengan Tuhannya tetapi juga mengatur hubungan di antara 
sesama manusia.11 Para pemeluk agama mengakui dan berkeyakinan, 
bahwa peraturan-peraturan hidup itu berasal dari tuhan dan merupakan 
tuntutan hidup ke arah jalan yang benar. 
Dalam norma agama memandang perbuatan kumpul kebo 
(cohabitation) merupakan perbuatan yang dilarang. Contohnya bagi 
agama Islam, perbuatan  kumpul kebo (cohabitation) ini termasuk 
dalam perbuatan zina yang sangat dilarang bagi pemeluk agama Islam. 
2) Norma Kesusilaan 
Norma kesusilaan adalah kaidah yang bersumber pada suara hati 
atau insan kamil manusia, kaidah itu berupa bisikan-bisikan suara batin 
yang diakui dan diinsyafi oleh setiap orang dan menjadi dorongan atau 
pedoman dalam perbuatn dan sikapnya. 
Kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada manusia agar 
supaya ia menjadi manusia yang sempurna. Hasil dari pada perintah dan 
larangan yang timbul dari norma kesusilaan itu pada manusia 
bergantung pada pribadi orang-orang. Isi hatinya akan mengatakan 
perbuatan mana yang jahat. Hati nuraninya akan menentukan apakah ia 
akan melakukan suatu perbuatan. 
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 Budi Ruhiatudin, Pengantar Ilmu Hukum, Yogyakarta : Pustaka Setia, 2009 , hlm. 11 
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Bagi mayoritas masyarakat Indonesia, perbuatan kumpul kebo 
(cohabitation) merupakan suatu perbuatan asusila. Dimana perbuatan 
tersebut tidak sesuai dengan budaya di Indonesia.  
3) Norma Kesopanan 
Norma kesopanan  ialah peraturan yang timbul dalam pergaulan 
hidup segolongan manusia, kaidah-kaidah ini di ikuti dan ditaati 
sebagai pedoman dalam tingkah laku sesama orang  yang ada di 
sekelilingnya. 
Satu golongan  masyarakat tertentu dapat menetapkan peraturan-
peraturan tertentu mengenai kesopanan, yaitu apa yang boleh dan apa 
yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat itu. 
Norma kesopanan tidak mempunyai lingkungan pengaruh yang luas, 
jika di bandingkan dengan norma agama dan kesusilaan. 
Norma kesopanan tidak berlaku bagi seluruh masyarakat dunia, 
melainkan bersifat khusus di  setempat (regional) dan hanya berlaku 
bagi segolongan masyarakat tertentu saja. Apa yang di angap sopan 
bagi segolongan masyarakat, mugnkin masyarakat lain tidak demikian. 
Dalam hal kumpul kebo (cohabitation), di suatu daerah tertentu ada 
yang menganggap perbuatan tersebut adalah perbuatan yang lumrah 
atau dibolehkan. Sedangkan di daerah lain, perbuatan tersebut 
dipandang sebagai perbuatan yang tidak sopan. 
4) Norma Hukum 
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Norma hukum ialah peraturan yang dibuat oleh Negara dan 
berlakunya di pertahankan dengan paksaan oleh alat-alat Negara 
seperti, polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya. Ciri khas dari norma ini 
adalah memaksa. Sanksi terhadap orang yang melanggar norma hukum 
bersifat hetoronom yang berasal dari luar, yakni pemerintah lewat 
aparatnya. Norma-norma atau kaidah sosial tersebut merupakan  
perumusan suatu pandangan mengenai prilaku atau sikap yang 
sayogyanya dilakukan atau sayogyanya tidak dilakukan, yang 
dianjurkan atau diperintahkan dan yang dilarang atau dibenci. Dengan 
adanya kaidah sosial ini hendak di cegah gangguan-gangguan, 
bentrokan-bentrokan dan hal-hal negatif lainnya serta diharapkan akan 
melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Kaidah sosial ini ada 
yang berbentuk tertulis dan adapula yang merupakan kebiasaan  yang 
diteruskan dari generasi ke generasi.12 
Dalam hal perbuatan kumpul kebo (cohabitation), belum ada 
peraturan hukum yang secara jelas mengatur. Norma yang digunakan 
hanya norma agama, norma kesusilaan dan kesopanan dalam 
‘menghakimi’ perbuatan tersebut. 
 
C. Tinjauan Umum tentang Sistem Pemidanaan di Indonesia 
Secara harfiah “sistem pemidanaan” terdiri dari dua kata yaitu “sistem” 
dan “pemidanaan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sistem 
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 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta : Liberty, 
1991,  hlm. 4 
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berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga 
membentuk suatu totalitas. Sementara pemidanaan berarti proses, cara, 
perbuatan memidana.13 Jadi, apabila kedua kata tersebut diartikan sistem 
pemidanaan berarti sistem pemberian atau penjatuhan pidana. 
Arti lain dari pemidaan adalah serangkaian tahap penetapan sanksi dan 
juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada 
umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan 
sebagai penghukuman. Sementara L.H.C. Hulsman mendefinisikan Sistem 
pemidanaan (the sentencing system) sebagai aturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.14 
Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem pemidanaan) itu dapat 
dilihat dari dua sudut yaitu : 
1. Sudut Fungsional  
Sistem pemidanaan dari sudut bekerjanya/ berfungsinya/ prosesnya, 
dapat diartikan sebagai:15 
a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk 
fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana. 
b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur 
bagaimana hukum pidana ditegakan atau dioperasionalkan secara 
konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. 
                                                          
13
 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari http://kbbi.web.id pada 
tanggal 24 April 2017. 
14
 Dalam Hermanita, Sistem Pemidanaan Dalam Bidang Perbankan, dalam 
download.portalgaruda.org diakses pada 24 April 2017. 
15
 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aadtya 
Bakti, 2005, hal. 261. 
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Pengertian tersebut menunjukkan bahwa sistem pemidanaan identik 
dengan sistem penegakan keseluruhan subsistem hukum pidana yang 
terdiri dari hukum pidana materil/ substantif, subsistem pidana formal, dan 
subsistem hukum pelaksanaan pidana. Ketiga subsistem merupakan satu 
kesatuan sistem pemidanaan karena tidak mungkin hukum pidana 
dioperasionalkan/ ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu 
subsistem itu. Pengertian sistem pemidanaan yang demikian itu dapat 
disebut dengan sistem pemidanaan fungsional atau sistem pemidanaan 
dalam arti luas. 
2. Sudut Norma-Substantif  
Sistem hukum dalam pengertian ini hanya dilihat dari norma-norma 
hukum pidana substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:16 
a. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk 
pemidanaan. 
b. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk 
pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan hukum pidana. 
Berdasarkan uraian di atas, maka keseluruhan peraturan perundang-
undangan yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang diluar KUHP, 
pada hakikatnya merupakan satu-kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri 
dari aturan umum dan aturan khusus. Aturan umum terdapat didalam Buku I 
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 Ibid, hal 262. 
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KUHP dan aturan khusus terdapat di dalam buku II dan Buku III KUHP 
maupun di dalam undang-undang khusus diluar KUHP.17 
 
A. Teori Pemidanaan 
Istlilah pemidanaan berasal dari kata “pidana”. Oleh Sudarto, pidana 
didefinisikan sebagai nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang 
yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum 
pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.18 Definisi tersebut serupa 
dengan pendapat Roeslan Saleh, bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, 
yang berwujud suatu nestafa yang sengaja ditampakan negara kepada 
pembuat delik.19 
Selain itu, Menurut Van Bemmelen arti Pidana atau straf menurut 
hukum positif dewasa ini adalah: “Suatu penderitaan yang bersifat khusus, 
yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan 
pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dan ketertiban hukum 
umum bagi seseorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut 
telah melanggar suatu peraturan hukum harus ditegakkan oIeh Negara”.20 
Pengertian di atas pada hakikatnya adalah sama, bahwa adapun wujud 
dari pidana adalah berupa nestapa, yang diberikan oleh negara, kepada 
pelanggar hukum. Reaksi-reaksi atas delik yang dikemukakan oleh Roeslan 
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 Ibid, hal 262. 
18
 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1981, hal. 110.   
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 Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia , Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal. 5.   
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 P.A.F Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 1984, hal. 47. 
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Saleh ini menunjukkan bahwa suatu delik dapat memberikan reaksinya atau 
imbalannya apabila dilanggar, yaitu berupa ancaman hukuman atau pidana. 
Sementara pemidanaan adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan 
pidana. Pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian 
pidana atau penghukuman. Dalam Bahasa Belanda disebut straftoemeting dan 
dalam Bahasa Inggris disebut sentencing. Sudarto menyatakan bahwa 
“pemidanaan” memiliki arti yang sama dengan “penghukuman”, sebagaimana 
pendapatnya bahwa:21 
“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat 
diartikan sebagai menetapkan hukum suatu peristiwa itu tidak hanya 
menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum 
perdata, oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka 
istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam 
arti pidana, yaitu kerap kali dengan pemidanaan atau pemberian atau 
penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai 
makna yang sama dengan sentence atau veroordeling.” 
 
Berkaitan dengan tujuan pemidanaan terdapat beberapa teori yang 
dianut oleh para pakar, yang dasar pimikirannya berkisar pada persoalan-
persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana. Adapun teori-
teori pemidanaan tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Teori Pambalasan atau Teori Absolut  
Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Menurut teori ini 
pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan 
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 Sudarto, Op.Cit, h.71   
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atau tindak pidana. Penganut teori absolut antara lain Immanuel Kant, 
Hegel, Leo Polak, Van Bemmelen, Pompe dll. 
Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak 
bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana 
merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan 
tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah 
pembalasan (revegen). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:22 
“Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan 
pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga 
berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan 
itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum 
pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan 
sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada 
sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan 
kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan 
keadilan. 
 
Berdasarkan pendapat Soesilo menyebutkan pidana adalah suatu 
pembalasan berdasar atas keyakinan zaman kuno, bahwa siapa yang 
membunuh harus dibunuh. Dasar keyakinan ini adalah “Talio” atau 
“Qisos” dimana orang yang membunuh itu harus menebus dosanya 
dengan jiwanya sendiri. Ini berarti bahwa kejahatan itu sendirilah yang 
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 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 11. 
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memuat unsur-unsur menuntut dan membenarkan dijatuhkannya 
pidana”.23 
Tuntutan keadilam yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas 
dalam pendapat Immanuel Kant dalam bukunya “Philosophy of Law” 
sebagai berikut:24 
“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana 
untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu 
sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus 
dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan 
suatu kejahatan. Bahkan walauun seluruh anggota masyarakat 
sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan 
masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada didalam 
penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan 
pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan 
karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari 
perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada 
pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka 
semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian 
dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap 
keadilan umum”. 
 
Sementara itu, Vos membagi Teori pembalasan absolut ini menjadi 
atas pembalsan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan 
subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara 
                                                          
23
 Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Alfabeta, 2010, hal. 
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 Muladi,dan Barda Nawawi Arief,  Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 
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pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah 
diciptakan oleh pelaku di dunia luar. 25 
Jadi, teori ini menyatakan bahwa pemidanaan memiliki beberapa 
tujuan. Tujuan dari pemidanaan tersebut, yaitu:26 
1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;  
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak 
mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk 
kesejahteraan masyarakat;  
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;  
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;  
5. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni 
dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau 
memasyarakatkan kembali si pelanggar. 
Penganut teori retributif ini dapat pula dibagi dalam beberapa 
golongan yaitu:27  
1. penganut teori retibutif yang murni (The pure retributivisit) yang 
berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan degan 
kesalahan si pembuat.  
2. Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang 
dapat pula dibagi dalam:  
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a. Penganut teori retributif yang terbatas (the limiting retributivist) 
yang berpendapat: Pidana tidak harus cocok atau sepadan 
dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang 
cocok atau sepadan dengan kesalahn terdakwa. 
b. Penganut teori retributif yang distributif (Retibution in 
distribution), yang disingkat dengan sebutan teori “distributive” 
yang berpendapat:  Pidana janganlah dikenakan pada orang 
yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus 
cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tiada 
pidana tanpa kesalahan” dihormati tetapi dimungkinkan adanya 
pengecualian misalnya dalam hal “strict liability). 
Dalam buku John Kaplan, teori retribution ini dibedakan lagi 
menjadi dua teori yaitu:28  
a. Teori pembalasan (the revenge theori), dan  
b. Teori penebusan dosa (the expiation theory)  
Kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, tergantung kepda cara 
orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana yakni apakah pidana itu 
dijatuhkan karena kita “menghutangkan sesuatu kepadanya” atau karena 
“ia berhutang sesuatu kepada kita”.  
Pembalasan mengandung arti bahwa hutang sipenjahat “telah 
dibayarkan kembali” (the criminal is paid back) sedangkan penebusan 
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mengandung arti bahwa si penjahat “membayar kembali hutangnya” (the 
criminal pays back). 
2. Teori Tujuan atau Teori Relatif 
Adapun dasar teori relatif atau teori tujuan ini adalah bahwa pidana 
adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. 
Pendapat Muladi tentang teori ini adalah: 
“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku 
tetapi sarana  mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi 
masyarakat menuju  kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan 
pada tujuannya, yakni untuk  mencegah agar orang tidak 
melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan 
absolut atas keadilan.” 
 
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, “Pidana dijatuhkan 
bukan quia peccatum est (karena orang membuat kejahatan melainkan ne 
paccatum (supaya orang jangan melakukan kejahatan)”29 
Mengenai tujuan pidana itu ada beberapa pendapat, yaitu: 
a. Tujuan pidana adalah untuk menentramkan masyarakat yang 
gelisah karena akibat dari telah terjadinya kejahatan. 
b. Tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan yang dapat 
dibedakan atas Pencegahan Umum (General Preventie) dan 
Pencegahan Khusus (Speciale Preventie) 
Dari berbagai pandangan tentang tujuan pemidanaan tersebut diatas 
Nawawi Arief membagi dua aspek tujuan, yaitu:30 
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1. Aspek perlindungan masyarakat, yang pada intinya meliputi tujuan 
mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan 
memulihkan keseimbangan masyarakat; 
2. Aspek perlindungan terhadap individu, yang pada intinya meliputi 
tujuan untuk melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali 
pelaku tindak pidana dan mempengaruhi tingkah laku tindak pidana 
agar taat dan patuh pada hukum. Aspek perlindungan individu ini 
sering disebut aspek individualisasi pidana. 
Berbeda dengan teori retribution atau teori pembalasan, teori relatif 
menyatakan bahwa pemidanan memiliki tujuan sebagai berikut:31 
1. Pencegahan (prevention);  
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk 
mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;  
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan 
kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang 
memenuhi syarat untuk adanya pidana;  
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk 
pencegahan kejahatan; 
5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat 
mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun 
unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu 
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pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan 
masyarakat. 
Kedua teori di atas, baik teori retribution maupun teori reltif pada 
dasarnya adalah sama-sama memberikan sanksi pidana/hukuman 
terhadap penjahat atau pelanggar hukum, hanya saja sifat yang dimiliki 
antara kedua teori itu yang membedakannya. Tujuan pemidanaan atau 
penghukuman di sini dimaksudkan bukan hanya sekedar pemberian 
penderitaan dan efek jera kepada pelaku tindak pidana, agar menjadi 
takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam terhadap 
konsekuensi perbuatannya, melainkan penderitaan yang diberikan itu 
harus dilihat secara luas, artinya penderitaan itu merupakan obat 
penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala 
kesalahannya dan segera bertobat dengan sepenuh keyakinan untuk tidak 
mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang. 
3. Teori Gabungan/modern (Vereningings Theorien) 
Selain teori absolut dan teori relatif di atas, muncul teori ketiga 
yang di satu sisi mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum 
pidana. Akan tetapi di sisi lain, mengakui pula unsur pencegahan dan 
unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.  
Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori 
absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah:32 
Kelemahan teori absolut: 
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 Hermin Hadiati, Asas-asas Hukum Pidana, Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan 
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1. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada 
pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana 
mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat 
bukti yang ada.  
2. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk 
pembalasan, maka mengapa hanya Negara saja yang 
memberikan pidana?  
Kelemahan teori tujuan :  
1. Dapat menimbulkan ketidak adilan pula. Misalnya untuk 
mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka 
mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang 
berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi 
tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.  
2. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu 
semata-mata untuk memperbaiki sipenjahat, masyarakat yang 
membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.  
3. Sulit untuk dilaksanakan dalam peraktek. Bahwa tujuan 
mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam 
praktek sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap residive. 
Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan 
pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip 
relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini 
bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan 
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sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab 
tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide 
bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan 
perilaku terpidana di kemudian hari.  
Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan 
pandangan sebagai berikut:33
1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai
suatu gejala masyarakat.
2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus
memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan
pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-
satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan
tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi
denga upaya sosialnya.
Jadi, menurut teori ini pemidanaan mensyaratkan agar bukan hanya
memberikan penderitaan jasmani tapi juga psikologi dan terpenting 
adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian di atas 
dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendakinya 
suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan 
kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. 
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